BERITA DAERAH
KOTA BEKASI

_

NOMOR : 42 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya proses
pelayanan cuti yang cepat dan efisien, diperlukan
pendelegasian wewenang pemberian ijin cuti kepada
Pegawali Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor
06 Tahun 2014 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Mengingat ! 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor
4 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9
Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota
Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);



Memperhatikan

Menetapkan

12.

13.

14.

15.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008
tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008
tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9
Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014
tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor
11 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2016
tentang Kantor Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor
2 Seri D).

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor O01/SE/1977 tentang Permintaan dan
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah
Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor
11 Seri E);

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor
18 Seri E).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN
2014 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
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Pasal |

Ketentuan Pasal 15 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Bekasi Nomor 27. A Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015
Nomor 27.A Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Walikota berwenang memberikan:

a. cuti besar, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan
penting bagi pemangku jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il) dan
Administrator (Eselon l11I);

b. cuti di luar tanggungan negara, dengan persetujuan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Apabila Walikota berhalangan maka Wakil Walikota berwenang memberikan
cuti sebagaimana diatur pada ayat (1).

Kepala BKD berwenang memberikan :

a. cuti besar bagi pemangku jabatan Pengawas (eselon 1V), Pelaksana (eselon
V dan fungsional umum) dan jabatan fungsional tertentu untuk semua
pangkat dan golongan;

b. cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting bagi
jabatan Pengawas (eselon 1V), Pelaksana (eselon V dan fungsional umum)
dan jabatan fungsional tertentu serendah-rendahnya pangkat Pembina
golongan ruang IV/a.

Kepala SKPD berwenang memberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin
dan cuti karena alasan penting bagi jabatan Pelaksana (eselon V dan
fungsional umum) atau fungsional tertentu setinggi-tingginya pangkat Penata
Tingkat | golongan ruang ll1/d.

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib menyampaikan tembusan
surat cuti kepada Kepala BKD sebagai bahan monitoring dan evaluasi
pemberian cuti bagi aparatur.



Pasal Il
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Agustus 2016

WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 42 SERIE



